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ABSTRACT 
 
This thesis discusses West Kalimantan Regional Police Efforts in Implementing the Government 
Regulation No. 2 of 2003 on the Police Disciplinary Regulations for Members To Achieve Good 
Governance and Clean Government In Polri.Dari Internal research results of this thesis can be 
concluded that the factors that influence the adoption of Government Regulation No. 2 2003 
About the disciplinary Code for members of the Police in the perspective of good governance 
and clean government is the internal factor of the national police that the legislation on the 
implementation of the law enforcement discipline INP still there is a regulation that is not clearly 
and unambiguously, multi interpretation giving rise to legal uncertainty and justice, as a result of 
law are relatively often subjective, there are still among Leaders unit as Ankum that have not 
fully give attention on the implementation of the law enforcement duties discipline police 
members including the officers Provos Police, the level of understanding and application of the 
rule of law by Penyildik Provos Police in the investigation of the case breach of discipline is still 
low, the level of discipline, awareness and compliance with national Police on disciplinary rules 
are binding and apply to her still relatively low so that breaches of discipline remains the case, 
there are still a lot of intervention, the intervention of the police official in the implementation of 
the law enforcement discipline of members of the police so that the results of law enforcement is 
achieved is still relatively subjective and disciplinary law enforcement police members often 
seem less transparent. While external factors is the slow pace of economic recovery the 
government resulted in the welfare of members of the police have not been felt, triggering the 
growth of legal action against the law members of the police, there are legislators who skeptif 
and vocal voiced about the inability of the police in carrying out their duties as law enforcement, 
maintainer Kamtibmas and protector and public servants, for their political interests ride with, 
their efforts certain government agencies on behalf of the interests of the community to put the 
police institution under a particular department, there are still many negative views of the 
national police of the state officials, political elite, public officials and the public so that the 
response to the National Police also negative although the pace of reform has been carried out 
by organizations Police Still the of interference from state officials, political elite towards the 
implementation of police duties affect law enforcement discipline of members of the Police, the 
agency Kompolnas yet fully functioning properly because of product performance is merely 
giving advice to the president about the main tasks, functions and the role of the police, there 
are NGOs who are skeptical of the implementation of police duties especially in law 
enforcement, the level of public trust in the police is low fear of dealing with the police, as a 
result of the perception of the past where police in facing community to further highlight the 
violence that is ultimately less concerned for supervising and reluctant to complain about 
negative action members of the police, even if a complaint but reluctant to testify so that the 
difficulties in conducting the investigation and utilization of mass media in disseminating 
information overload and cornering still there is corruption in the body PolriUpaya to do West 
Kalimantan Regional Police in Law Enforcement Discipline Share Police members in the 
perspective of good governance and clean government is doing Renewal Regulations Police 
Professional Code of conduct; Confirming Gait Propam Police As Garda Leading Member 
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Discipline Law Enforcement Police; Breeding Police Profession, Professional Commitment 
Implementation and Institutional Revitalization Police. 
Keywords: Role of the Indonesian Armed Forces, In Security, the Frontier 
Army. 
 
ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas Upaya  Polda Kalimantan Barat Dalam Menerapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri  Guna 
Mewujudkan   Good Governance Dan  Clean Government  Di Internal Polri.Dari hasil 
penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri 
dalam perspektif good governance & clean government adalah Faktor Internal polri yaitu 
pada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin 
Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga 
menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif 
sering bersifat subyektif, masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankum yang belum 
sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota 
Polri termasuk kepada petugas Provos Polri, tingkat pemahaman dan penerapan aturan 
hukum oleh Penyildik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih 
rendah, tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang 
mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi, 
masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan 
hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif 
subyektif dan penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan. 
Sedangkan faktor eksternal yaitu lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat 
kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar 
hukum anggota Polri, masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan 
tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, 
pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya 
kepentingan politik yang memboncengi, adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang 
mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu 
departemen tertentu, masih banyak pandangan negatif terhadap polri dari pejabat negara, elit 
politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif 
walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri, Masih adanya interpensi 
pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum 
disiplin anggota Polri, lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena 
produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, 
fungsi dan peranan Polri, masih ada LSM yang bersifat skeptic atas pelaksanaan tugas Polri 
khusunya dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih 
rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri 
dalam mengahadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang 
peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadukan tindakan negatif anggota Polri, 
kalaupun mengadukan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam 
melakukan penyidikannya dan Pemanfaatan media masa dalam menyebarluaskan informasi 
yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh PolriUpaya  yang harus 
dilakukan Polda Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Disiplin Bagi Anggota Polri 
dalam perspektif good governance & clean government adalah dengan melakukan 
Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai 
Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, 
Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri. 
Keywords: Efforts Police, In Realize, Good Governance, Clean Government. 
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Latar Belakang 
Polisi sebagai pengemban tugas kepolisian di Indonesia, merupakan salah satu 
lembaga yang dituntut untuk melakukan perubahan seiring dengan perubahan yang dialami 
masyarakat Indonesia sejak gerakan reformasi tahun 1998.Gerakan reformasi tahun 1998 
membawa arus perubahan di Indonesia. Kekuasaan otoriter dalam wujud pemerintahan Orde 
Baru yang telah berkuasa selama 30 tahun lebih tidak mampu membendung semangat 
perubahan dari masyarakat dan akhirnya harus turun. Kini, pemilihan Kepala Daerah sudah 
dilakukan secara langsung dan demokrasi. Berbagai macam media serta kebebasan pers pun 
lebih terbuka dan masyarakat Indonesia lebih memahasi konsep Hak Asasi Manusia (HAM) 
dan lebih penting lagi terdapat kesadaran dalam masyarakat untuk menuntut pemenuhan atas 
hak-hak tersebut. 
Amanat reformasi pada dasarnya, reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara 
spontan yang hanya akan menimbulkan turbulensi
1
 sosial. Yang dapat dilakukan adalah 
percepatan (akselerasi), tetapi itupun harus tetap dalam koridor tertib dan teratur. Percepatan 
inilah yang diharapkan dari upaya perubahan atau pembaharuan hukum nasional kita. Setiap 
perubahan mengandung selalu mengandung makna pembaharuan sebagai suatu proses 
dinamika kehidupan. Inilah hakikat reformasi yaitu perubahan dinamik untuk menjadikan 
sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma dan sebagainya. Perubahan 
yang terkandung dalam reformasi adalah perubahan menuju sesuatu keadaan yang lebih baik. 
Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Habibie telah 
ditunjuk Menteri Kehakiman untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas program 
reformasi dibidang hukum. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, yang pada 
intinya tim dibentuk untuk melaksanakan 4 program reformasi, yaitu:
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1. Reformasi di bidang politik, antara lain mengenai pemilu, partai politik dan Susduk 
MPR,DPR, dan DPRD; 
2. Reformasi di bidang hukum, antara lain mengenai pembentukan undang-undang TPK; 
3. Reformasi di bidang hukum internasional, yaitu meratifikasi konvensi-konvensi 
internasional; 
                                               
1 Satya Arinanto, MK di Tengah Turbulensi Politik,Dalam Concise Oxford Dictionary, turbulensi berasal dari kata 
turbulence yaitu confused; not calm or stable, (Kompas, Jakarta : 23 Juni 2008). 
2
 Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (PT. Refika Aditama, 
Bandung : 2008), Hal. 42 
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4. Reformasi di bidang perjanjian Indonesia dan IMF. 
Dari keempat bidang yang menjadi program reformasi, kemudian berkembang menjadi 
bidang-bidang lain seperti masalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean 
government) dan tentang HAM. 
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari 
kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
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Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan 
dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk 
berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung 
jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, 
pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang 
kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi 
kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam 
pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan 
melindungi,mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri 
sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun 
kepercayaan).
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Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah 
memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang 
pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur 
terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku 
anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), kualitas 
penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan 
layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, 
arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu 
terdapat suatu statement dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu 
                                               
3
 Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
4 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, (Gadjah Mada University, Yogyakarta : 2006), Hal. 3 
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paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin 
memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan.
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Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran 
terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun 
penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari 
harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota 
Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum 
peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan 
ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal 
tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : 
Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran 
disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 
tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri. Upaya 
penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya 
pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak 
mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri 
(Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri 
akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang 
terjadi di masyarakat. 
Dari pengamatan sementara terhadap penegakan disipilin, kode etik dan penegakan 
hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat 
kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode 
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang 
anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri 
tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri 
tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain. 
Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat 
ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di 
                                               
5 ibd 
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berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, 
misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota 
Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih 
banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan 
keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
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Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan 
menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam 
suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, 
pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota 
Polri guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government di internal Polri dalam 
rangka memantapkan citra Polri. 
 
Permasalahan  
Bagaimana Upaya Polda Kalimantan Barat  Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri dalam perspektif good 
governance & clean government ?  
 
Pemabahasan 
1. Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri 
Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah 
menerbitkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Peraturan tersebut merupakan 
pembaharuan terhadap : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 
7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang 
Kode Etik Profesi di lingkungan Polri.  
Peraturan Kapolri tersebut, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada 
tanggal 4 Oktober 2011 dengan menempatkannya dalam BERITA NEGARA REPUBLIK 
                                               
6 A. Kadarmanta, Membangun Kultur Kepolisian, (PT Forum Media Utama, Jakarta : 2007), Hal. 23. 
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INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 608. Berarti sudah bersesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah duganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
Dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, adalah 
sebagai berikut : 
a. bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan 
prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan 
Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut; 
b. bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus 
dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa 
keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa 
pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode 
etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Karena itu perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian sesuai ketentuan 
Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 
Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri, dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 
2. Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum 
Disiplin Anggota Polri 
Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan penjaga 
ketertiban masyarakat serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk 
selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dituntut mampu menciptakan rasa aman di 
masyarakat adalah tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dimasa orde reformasi seperti 
sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah 
paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif 
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dari pada represif seperti mengedepankan tugas melindungi, pengayomi, dan melayani 
masyarakat daripada penegakkan hukum. 
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya 
fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, 
transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat 
tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat 
terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat 
dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 
Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR 
RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional 
telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara 
Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. 
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. 
VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, 
mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, 
penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui 
pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. 
Pasca penyatuan kelembagaan Polri dengan TNI diharapkan Polri mampu merubah 
paradigma lamanya menjadi paradigma baru yang lebih profesional, proporsional dan 
transparan sehingga dibuatlah Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang memiliki maksud agar Polri lebih independen, bebas dari tekanan 
pihak manapun dan menjadi panglima keadilan, maka sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 
No.2 tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah presiden serta 
anggota Polri dilarang untuk ikut dalam pemilihan umum. 
Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan 
dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan 
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penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 
pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif 
dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan 
diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian 
sendiri. Dalam mempersiapkan tuntutan masyarakat yang semakin modern dan menghadapi 
tantangan yang semakin bervariasi seperti sekarang ini, Polri harus mampu mempersiapkan 
program dan personil Polri yang mampu untuk bekerja mewujudkan tuntutan masyarakat. 
Sumber daya manusia dan sarana prasarana mulai dibenahi dan dicukupi oleh pemerintah 
melalui anggaran yang terus ditambah. Dari segi peningkatan sumber daya manusia, Polri 
berusaha mendidik calon-calon anggota Polri yang benar-benar memenuhi standar Polri baik 
dari segi intelektual maupun fisik serta kepribadian. Dari segi sarana dan prasaranan, 
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas telah dipenuhi oleh pemerintah seperti 
kendaraan dan peralatan lain diharapkan mampu menjawab tantangan tugas dewasa ini. 
Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Polri sangatlah luas dan berat, 
sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Polri dalam mengemban tugas fungsi kepolisian 
dibantu oleh : 
a. Kepolisian khusus; yaitu instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa 
undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan 
fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan 
terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian 
khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus 
Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi, Polsus Kereta Api dan lain-lain. 
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk 
melakukan penyidikan khusus didalam lingkup kerjanya secara terbatas. Sebagai contoh 
perpajakan, Imigrasi dan lain-lain. 
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; yaitu suatu bentuk pengamanan yang diadakan 
atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian 
memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan 
pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan 
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kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, 
lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan 
lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan 
pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan 
kewenangan Kapolri. 
Tugas dan tanggungjawab Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakkan hukum dan melayani, mengayomi serta melindungi masyarakat tertuang dalam 
pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, bahwa dalam melaksanakan tugas 
pokoknya, Polri bertugas : 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas di jalan. 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum 
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan. 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, 
penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik 
dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari 
gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 
instansi dan/atau pihak yang berwenang. 
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k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam 
lingkup tugas kepolisian. 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam rangka penyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut 
diatas, maka sesuai pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 2002, Polri diberi 
kewenangan untuk : 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu 
ketertiban umum. 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat ( Pekat ). 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan 
dan kesatuan bangsa. 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 
kepolisian. 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam 
rangka pencegahan. 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian ( TP TKP ). 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 
i. Mencari keterangan dan barang bukti. 
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 
pelayanan masyarakat( SKCK, Laporam kehilangan dan lain-lain ) 
a. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, 
kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 
b.Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
Disamping mengemban tugas-tugas diatas, Polri berdasarkan perundang-undangan yang 
lain masih dibebani oleh tugas lain yaitu untuk : 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat 
lainnya. 
b.Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK). 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor ( SIM ). 
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d.Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata 
tajam. 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di 
bidang jasa pengamanan. 
g.Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas 
pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. 
h.Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas 
kejahatan internasional ( Interpol ). 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di 
wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait ). 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. 
k.Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 
Dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang No. 2 tahun 2002, khususnya dalam 
bidang penegakkan hukum pidana Polri diberi kewenangan untuk : 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk 
kepentingan penyidikan. 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 
pengenal diri. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
perkara. 
h. Mengadakan penghentian penyidikan. 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 
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j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di 
tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah 
atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta 
menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada 
penuntut umum. 
a. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab namun harus tetap 
memenuhi syarat :  
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hokum. 
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 
3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 
4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. 
5) Menghormati hak asasi manusia.  
Dengan berbagai macam tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri 
serta kewenangan yang begitu luas dan besar, maka banyak oknum-oknum anggota Polri 
yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan kewenangan 
tersebut sehingga dibentuklah KOMPOLNAS ( Komisi Kepolisian Nasional ) yang 
secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun itu semua dirasa oleh Polri belum 
cukup, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara 
Kamtibmas, Penegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka 
dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polr i 
yaang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri. 
Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan 
yang telah ada yaitu : 
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan 
disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan 
tehnis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan 
hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian 
pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata carasidang disilpin bagi 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode 
etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri dalam 
melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah sehingga 
pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung dengan ABRI ada yang 
membantu mengawasi yaitu PAMSAN ( pengamanan dan Sandi ) dibawah Intelpam 
(sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal 
dikarenakan perbedaan tugas pokoknya. 
Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran 
biasa, pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri 
dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-
tiap kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek. 
Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat 
hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum 
anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal loging adalah sebagai 
bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi 
negara penegak hukum. 
Perlu ditegaskan, secara teoretik maupun faktual konsep Kamtibmas dan penegakan 
hukum tidak lepas kaitannya dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari 
adanya persoalan sosial. Bahwa "potensi gangguan" yang tidak ditanggulangi dengan baik 
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akan berubah menjadi “ambang gangguan” untuk kemudian menjadi “ancaman faktual” 
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu diperlukan revitalisasi terhadap 
strategi penanganannya, antara lain dalam bentuk: a. Revitalisasi tindakan pencegahan 
terhadap "potensi gangguan" guna mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor 
kriminogen yang berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama 
yang dapat dilakukan antara lain dengan merevitalisasi pelaksanaan program Pemolisian 
Masyarakat (POLMAS); b Revitalisasi tindakan penanggulangan “ambang gangguan", 
melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan 
menurunkan “faktor niat”, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun 
patroli; dan c. Revitalisasi tindakan penegkaan hukum yang responsif, profesioanal, tegas, 
tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan masyarakat, transparansi proses penyidikan 
perkara, dan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dari berbagai bentuk tindak 
pidana konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kontijensi, maupun kejahatan 
terhadap kekayaan negara (sumber daya alam). 
Demikian beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat Negara pemelihara Kamtibmas, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
 
Kesimpulan 
Upaya  yang harus dilakukan Polda Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Disiplin 
Bagi Anggota Polri dalam perspektif good governance & clean government adalah dengan 
melakukan Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam 
Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi 
Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri. 
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